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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 66 /MENHUT-II/2014

TENTANG

INVENTARISASI HUTAN BERKALA DAN RENCANA KERJA PADA IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, kepada
Pemegang IUPHHK-RE dalam hutan alam wajib
menyusun RKUPHHK pada RE sesuai jangka waktu
berlakunya izin dan RKT untuk mendapat persetujuan
dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan huruf a,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan
Restorasi Ekosistem sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-
II/2011;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan
tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi
ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi
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Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, perlu perbaikan
dan pemisahan dalam Peraturan tersendiri
menyangkut Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana
Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Restorasi Ekosistem;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Inventarisasi Hutan Berkala dan Rencana Kerja pada
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 24);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-
II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1076);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Melalui Kemitraan Kehutanan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
INVENTARISASI HUTAN BERKALA DAN RENCANA KERJA
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
RESTORASI EKOSISTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem sebelum tercapai
keseimbangan ekosistemnya yang selanjutnya disebut IHB-RE adalah
kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi hutan
mencakup komposisi dan jenis flora fauna, rencana pemanfaatan
kawasan, dan/atau pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dilaksanakan secara
berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun di dalam kawasan
hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemen.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
(IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi sebelum
tercapai keseimbangan ekosistemnya adalah izin usaha yang diberikan
untuk membangun kawasan pada hutan produksi yang memiliki
ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi produksi dan
keterwakilan ekosistemnya melalui kegiatan pemeliharaan,
perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman,
pengayaan, pemulihan habitat dan populasi satwa liar, penangkaran
satwa liar, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur
hayati (flora dan fauna) beserta unsur nonhayatinya (tanah dan air)
pada suatu ekosistem kawasan dengan jenis asli, sampai tercapai
keseimbangan ekosistemnya.

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
(IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi setelah tercapai
keseimbangan ekosistemnya adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan restorasi ekosistem di hutan produksi melalui kegiatan
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk
penanaman, pengayaan, penjarangan, penebangan, penangkaran
satwa liar, dan pelepasliaran flora dan fauna.

4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi
Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya
disingkat RKUPHHK-RE adalah rencana kerja untuk seluruh areal
kerja IUPHHK-RE dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahunan, antara
lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek


